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BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR ll TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

il

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. '

5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah
jumlah ADD dalam APBD setelah dikurangi alokasi

untuk kebutuhan penghasilan kepala desa dan
perangkat desa.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan alokasi minimal ADD yang akan
diterima setiap desa, yang besarannya dihitung dengan
cara 90% dari anggaran ADD dibagi dengan jumlah
desa dalam Kabupaten.
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(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat
kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:
a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah
penduduk;
b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka
kemiskinan;
. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan

¢
d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan
geografis.

(4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan
huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah
penduduk miskin desa dan IKG Desa.

(5) Penghitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

AF setiap Desa = {(0,25 * Z ]) + (0,35 * Z2) + (0, 10 * Z3)
+ (0,30 * Z4)} * (ADDkab - ADkabj.
Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
o penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
cpfcﬂ Z2= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
/, t terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
yang Bersangkutan

S

Z3= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas
wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan

Z4= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
kabupaten yang bersangkutan.

ADDkab = besaran ADD kabupaten.
ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

Pasal 4

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari
kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 5
Rincian ADD yang diterima tiap-tiap desa pada Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

Ditetapkan di Batura_;a

ada tanggal, I\%E
BUPATI OGAN KOMERING

s

\/ KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, O 4An~n 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

e e SRR

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
TAHUN 2018 NOMOR 'f{



